
 

 

SKRIPSI 

 

PUTUSNYA JALAN NEGARA KM 171 SATU AKIBAT 

PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 

 

 

 

M AULIA AGNA 

NIM. 1810211210012 

 

PROGRAM SARJANA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

BANJARMASIN, Mei 2023



1 

 

 

 

PUTUSNYA JALAN NEGARA KM 171 SATUI AKIBAT 

PERTAMBANGAN BATUBARA 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 

 

SKRIPSI 

 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat 

 

Diajukan oleh: 

M AULIA AGNA 

NIM. 1810211210012 

 

 

 

 

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTRIAN PENDIDIKAN, 

KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

BANJARMASIN, Mei 2023 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

RINGKASAN 

PUTUSNYA JALAN NEGARA KM 171 SATUI AKIBAT PERTAMBANGAN 

BATUBARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 

(M Aulia Agna: 2023, 79 hlm) 

Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan 

memiliki jumlah terbatas tentu saja memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. 

Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini 

menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta. Keberadaan kegiatan 

tambang juga memiliki dampak negatif, dimana kegiatan pertambangan selalu identik 

dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai 

dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah 

lingkungan disekitarnya, masalah dengan masyarakat sekitar wilayah, dan izin 

kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan 

pertambangan di suatu daerah. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  1) Untuk mengetahui ketentuan 

hukum yang dapat dikenakan terhadap putusnya jalan negara. 2) Untuk mengetahui 

pertanggungjawaban pidana terhadap putusnya jalan negara di Km. 171 Satui akibat 

pertambangan batubara. 

 

Jenis penelitian ini yaitu hukum normative (yuridis normatif),  penelitian 

hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru 

sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi 

 

Data-data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta 

yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai tinjauan yuridis. Namun tiidak menutup lemungkinan penulis melakukan 

penelitian kelapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 

Ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap putusnya jalan negara, dalam kasus 

ini seharusnya perusahaan melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat, 

ataupun penegak hukum dalam hal ini adalah Polsek Satui mengenai solusi yang 

harus dilakukan. Putusnya jalan di Km. 171 dalam lalu lintas jalan seratus persen 

memutuskan jalan dan lalulintas ekonomi yang mengakibatkan banyak kerugian yang 

dialami para pengguna jalan. 



 

 

 

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Putusnya Jalan Negara di Km. 171 Satui 

akibat Pertambangan Batubara, ketentuan hokum menurut Undang-Undang No. 3 

Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal yang 

disempurnakan terkait aturan reklamasi dan pascatambang pada Undang-Undang 

No.3 tahun 2020 ini adalah bagi pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya 

dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang yang 

akan berdampak bagi lingkungan hidup atau tidak menempatkan dana jaminan 

reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan 

denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi 

pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 

pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau 

pascatambang yang menjadi kewajibannya. Ketentuan hukum menurut Undang-

undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

menyebutkan bahwa:  Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut 

memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban 

luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan 

penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 

(dua belas juta rupiah) Ketentuan Hukum menurut Undang- undang Cipta kerja 

berpayung hukum pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin usahanya dicabut atau berakhir. Selain 

sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 

pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau 

pascatambang yang menjadi kewajibannya 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui ketentuan hukum yang dapat 

dikenakan terhadap putusnya jalan negara. 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana 

terhadap putusnya jalan negara di Km. 171 Satui akibat pertambangan batubara. Jenis penelitian ini 

yaitu hukum normative (yuridis normatif), penelitian hukum normatif dilakukan untuk 

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi 

Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap putusnya 

jalan negara, dalam kasus ini seharusnya perusahaan melakukan koordinasi dengan aparat desa 

setempat, ataupun penegak hukum dalam hal ini adalah Polsek Satui mengenai solusi yang harus 

dilakukan. Putusnya jalan di Km. 171 dalam lalu lintas jalan seratus persen memutuskan jalan dan 

lalulintas ekonomi yang mengakibatkan banyak kerugian yang dialami para pengguna jalan. 

Kedua, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Putusnya Jalan Negara di Km. 171 Satui akibat 

Pertambangan Batubara, ketentuan hukum menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, hal yang disempurnakan terkait aturan reklamasi dan 

pascatambang pada Undang-Undang No.3 tahun 2020 ini adalah bagi pemegang IUP dan IUPK 

yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang yang 

akan berdampak bagi lingkungan hidup atau tidak menempatkan dana jaminan 

reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling 

banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK 

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban 

reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya. Ketentuan hukum menurut Undang-

undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:  

Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang 

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga 

menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan 

penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta 

rupiah) Ketentuan Hukum menurut Undang-undang Cipta kerja berpayung hukum pada Undang-

Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin usahanya dicabut atau 

berakhir. Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 

pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang 

menjadi kewajibannya. 

 

Kata Kunci: Putusnya jalan di Km. 171, Akibat Pertambangan Batu Bara 

      Perspektif Hak Pidana 
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